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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak bahan 
bakar kendaraan bermotor dan untuk mengetahui penerimaan pajak bahan bakar kendaraan 
bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Metode analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan menggunakan sistem pemungutan pajak self 
assessment system dan menggunakan asas  fungsi budgetair. 
     Hasil dari penelitian ini menunjukan efektivitas pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari 
tahun 2012 hingga 2016 termasuk dalam kategori efektif, walaupun tahun 2015 dan 2016 
terjadi penurunan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan kontribusi 
pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari tahun 2012 hingga 2016 termasuk dalam kategori 
cukup berkontribusi dalam penerimaan pendapatan asli daerah provinsi sumatera selatan. 
 
Kata kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pendapatan asli 
daerah 
 
Abstract 
This research aims to analyze the effectiveness and contribution of fuel tax and to know 
its income of South Sumatra Province region’s source of revenue. The framework of 
methodology used in this research is descriptive data analysis with qualitative approach, which 
is the method used by conducting tax collection with Self assessment system and budget-air 
principle function.  
The result of this research shown the effectiveness of fuel tax from 2012 to 2016 
categorized as effective, despite the decline of fuel tax income which happened in 2015 and 
2016. Meanwhile the contribution of fuel tax from 2012 to 2016 categorized as quite 
contributed on the income of South Sumatra Province region’s source of revenue. 
 
Keywords: Effectiveness, Contribution, Fuel tax, Region’s source of revenue 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dipungut oleh pemerintah 
daerah dari masyarakat, Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah dalam membiayai 
kebutuhan belanja daerah serta pembangunan dan infrastruktur daerahnya. 
Sama dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, Provinsi sumatera selatan 
memiliki kekayaan alam yang berlimpah, salah satunya yaitu Bahan Bakar Kendaraan 
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Bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor merupakan salah satu sektor yang sangat 
potensial di Provinsi Sumatera Selatan guna meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan. Dilihat dari persentase penerimaan Pajak bahan 
bakar kendaraan bermotor (PBBKB) yang memiliki kontribusi secara besar terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera dibandingkan Pajak Provinsi lainnya, 
adapun jumlah perkembangan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
(PBBKB) dibandingkan Pajak Provinsi lain :  
Tabel 1.1 Persentase Penerimaan Pajak Provinsi Lainnya 
 
Jenis Pajak 
Persentase (%) Tahun 
2012 2013 2014 2015 2016 
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  102,98 99,93 92,16 101,36 82,00 
Pajak Kendaraan Diatas Air (PKAA) 104,12 96,00 100,38 123,22 106.93 
Pajak Air Permukaan (PAP) 120,36 102,49 112,33 130,54 111,73 
Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat  - - 138,08 129,89 86,80 
Pajak Rokok - - 88,88 84,67 98,53 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
(PBBKB) 
110,47 110,49 124,53 95,40 80,19 
  
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (2017), diolah 
 
Data diatas menunjukkan bahwa penerimaan Pajak di Provinsi Sumatera Selatan 
khususnya Penerimaan atas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) memiliki 
kontribusi cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Hal 
ini berhubungan dengan perkembangan jumlah pengguna kendaraan bermotor di Provinsi 
Sumatera Selatan yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahunnya yang 
mengakibatkan semakin besarnya pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor di Provinsi 
Sumatera Selatan, Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan, berikut adalah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012 hingga 2016 : 
 
Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumsel 
No Tahun Realisasi Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 
Penerimaan Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor 
1 2012 2.001.714.583.551,61 447.508.443.100 
2 2013 2.021.696.787.275,10 508.333.162.553 
3 2014 2.442.673.788.768,86 591.598.965.632 
4 2015 2.534.526.413.315,20 610.577.042.978 
5 2016 2.546.177.544.346,66 513.205.513.586 
  
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (2017), diolah. 
 
Dapat di lihat dari tabel diatas setiap tahun Pendapatan Asli Daerah Provinsi (PAD) 
Sumatera Selatan selalu mengalami peningkatan yang signifikan, dan peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan diperoleh dari Penerimaan Pajak 
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), hal ini menunjukkan jika Pemerintah Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan telah berhasil dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Provinsi Sumatera Selatan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi 
Sumatera Selatan tersebut tidak dapat dipungkiri dipengaruhi oleh peningkatan jumlah 
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penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Adapun Jumlah Target 
dan Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tahun 2012 hingga 2016 
sebagai berikut : 
 
 
 
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (2017), diolah 
 
Gambar 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan PBBKB 
 
Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tahun 2015 dan 
2016 sebesar 95,40% dan 80,19% yang menunjukkan bahwa realisasi pajak bahan bakar 
kendaraan bermotor tidak mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan dengan 
adanya penurunan harga jual bahan bakar kendaraan bermotor pada tahun tersebut. 
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Pajak Daerah, besarnya tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang 
dikenakan pada setiap liter bahan bakar yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah 7,5% 
(tujuh setengah persen) Sementara itu, besarnya tarif PBBKB berdasarkan UU Nomor 28 
Tahun 2009 paling tinggi sebesar 10%. 
Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang 
digunakan kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) termasuk bahan bakar yang digunakan untuk 
kendaraan diatas air Pada saat ini semakin banyaknya pemakaian kendaraan bermotor di 
Provinsi Sumatera Selatan akan meningkatkan tingkat Efektivitas dan Kontribusi atas Pajak 
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan, dan akan menjadi keuntungan tersendiri untuk daerah jika pajak tersebut 
dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera 
Selatan.  
Maka dari itu peneliti tertarik ingin meneliti dan menganalisa tentang penelitian yang 
berjudul “ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BAHAN BAKAR 
KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH 
PROVINSI SUMATERA SELATAN (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan)”. 
 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Bagaimana tingkat Persentase Efektivitas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
(PBBKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan? 
2. Bagaimana tingkat Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 
terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan?   
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1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui tingkat Persentase Efektivitas Pajak Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor (PBBKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 
2. Untuk mengetahui Tingkat Kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
 
  
2. LANDASAN TEORI 
 
2.1  Teori Asas Gaya Beli 
  Teori Asas Gaya beli menurut Siti Resmi (2016, h.6) ini tidak mempersoalkan asal 
mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya dan memandang 
efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak 
disamakan dengan pompa yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat 
untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan 
maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. 
Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat 
dianggap sebagai dasar keadilan pemungut pajak. Pajak Bahan Bakar Kendaraan (PBBKB) 
termasuk dalam pajak daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi yang 
nantinya akan digunakan untuk kepentingan daerah 
 
2.2  Teori Dasar Pajak 
a. Pengertian Pajak 
 Pengertian pajak menurut S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2017, h.1) adalah: 
          “Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas 
negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan 
kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan 
pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara 
langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”. 
  Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, pajak 
adalah : 
  “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.” 
b. Fungsi Budgetair (Penerimaan) 
 Pajak mempunyai fungsi budgetair merupakan salah satu sumber penerimaan 
pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan (Resmi, 
2017, h.3). 
c. Jenis Pajak 
   Jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu menurut golongan, menurut 
sifat, menurut lembaga pemungutannya (Resmi, 2013, h. 7-8). 
d. Sistem Pemungutan Pajak  
Sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga yaitu Official Assesment System, Self 
Assesment System, dan With Holding System (Purwono, 2010, h.13). 
e. Asas-Asas Pemungutan Pajak 
Asas-Asas Pemungutan Pajak ada tiga yaitu Asas Domisili (Asas Tempat 
Tinggal), Asas Sumber, dan Asas Kebangsaan (Resmi, 2013, h.10). 
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f. Tata Cara Pemungutan Pajak 
   Cara Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (stelsel) yaitu Stelsel nyata (rill 
stelsel), Stelsel anggapan (fictive stelsel), Stelsel campuran (Waluyo, 2011, h.16-17). 
  
 
2.3  Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
 Menurut Undang-Undang RI No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah 
merupakan pendapatan yang diterima daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 
perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut dalam buku 
(Marihot.P.Siahaan,2005, h.14) adalah : 
“Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri 
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku”. 
  
 
2.4  Efektivitas  
Menurut Mardiasmo (2009, h.134) adalah suatu organisasi dikatakan berhasil jika 
organisasi tersebut mencapai tujuannya, apabila organisasi telah mencapai tujuannya maka 
organisasi dikatakan telah berjalan dengan efektif. Pengertian efektivitas bila dikaitkan 
dengan penerimaan suatu pajak maksudnya adalah seberapa besarnya Realisasi Penerimaan 
Pajak yang dapat dicapai berdasarkan target yang telah ditentukan Pemerintah pada suatu 
periode tertentu. Efektivitas dihitung dengan cara membagi antara Realisasi Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan Target Pajak Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor (PBBKB) Provinsi Sumatera Selatan, kemudian dikali dengan 100%. Berikut 
adalah rumus perhitungan efektivitas :  
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ =
Realisasi  (PBBKB)
Target (PBBKB)
 X 100% 
 
Sumber : Halim (2012, h. 129) 
 
Kriteria dalam menilai Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) memiliki 
tingkat efektivitas terhadap pendapatan asli daerah sebagai berikut : 
 
   Tabel 2.1 Rasio Kriteria Efektivitas 
Presentase Kriteria 
> 100% Sangat Efektif 
90 - 100% Efektif 
80 - 90% Cukup Efektif 
60 - 80% Kurang Efektif 
< 60% Tidak Efektif 
 
Sumber : Supriadi (2015, h.45) 
 
 
2.5 Kontribusi 
  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kontribusi adalah uang iuran (Kepada 
 perkumpulan dan sebagainya) atau sumbangan (kbbi.web, 2017) 
 Menurut T. Guritno dalam (Rosalina 2008, h. 28) Kontribusi adalah  
 “sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan, biaya, atau 
kerugian tertentu atau bersama”. Maka, dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan 
bahwa kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama kepada perkumpulan dan 
sebagainya untuk tujuan tertentu. kontribusi dihitung dengan cara membagi antara 
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Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan Realisasi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan, kemudian dikali dengan 100%. 
Berikut adalah rumus perhitungannya : 
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 =
Realisasi Penerimaan (PBBKB)
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
 X 100% 
 
Sumber : Halim (2004,h. 163) dalam (Aprilian, Sudjana, Yaningwati, 2014) 
 
Tabel 2.2 Rasio Kriteria Kontribusi 
Persentase   Kriteria  
0,00%-10% Tidak Berkontribusi 
10,10%-20% Kurang Berkontribusi 
20,10%-30% Cukup Berkontribusi 
30,10%-40% Berkontribusi 
40,10%-50% Sangat Berkontribusi 
        
Sumber: Halim, (2004;163) dalam (Aprilian, Sudjana, Yaningwati, 2014) 
 
2.6  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 
Definisi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB) menurut Peraturan 
Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor adalah : 
“pajak yang dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap 
digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk 
kendaraan diatas air.”  
Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan Bermotor adalah : 
“pajak yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.” 
 
2.7  Objek dan Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 
Menurut Abdul Halim (2016, h.508) Objek pajak dari Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap 
digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk 
kendaraan di air. Sedangkan Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah 
Konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 
 
2.8 Tarif Pajak  
Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan 7,5% (Tujuh koma lima 
persen) untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan paling tinggi sebesar 10% (Sepuluh 
persen). Khusus Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Bahan Bakar 
kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari 
tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan pribadi. 
 
2.9 Dasar Pengenaan tarif dan Perhitungan (PBBKB) 
Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah nilai 
jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, 
sedangkan cara perhitungan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah 
Besaran pokok dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang terutang dan 
kemudian dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 7,5 % dengan dasar pengenaan 
pajak. Cara perhitungan Pajak PBB-KB :  
Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 
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3. METODE PENELITIAN 
 
3.1 Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan penelitian menurut Sugiyono (2013, h.8-9) digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
positivsme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (lawannya 
adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, dengan teknik pengumpulan 
data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, 
dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif 
berbentuk deskriptif yang akan menganalisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan 
(Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan), dan melalui berbagai 
teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni wawancara dan observasi.  
 
3.2 Objek/Subjek Penelitian 
Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah PT. Pertamina sebagai 
wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sedangkan subjek penelitian dalam 
penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Selatan. 
 
3.3 Pemilihan Informan Kunci  
Dalam penelitian ini, informan kunci berasal dari 4 (empat) kalangan perwakilan yang 
berbeda yaitu, Perwakilan Praktisi Perpajakan, Perwakilan Akademisi Perpajakan, 
Perwakilan Bagian Financial PT.Pertamina MOR II Palembang, Perwakilan Bagian Pajak 
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 
 
3.4 Jenis Data 
  Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 
Data primer di dalam penelitian ini adalah dari hasil wawancara. Sedangkan data sekunder 
di dalam penelitian ini adalah data Target dan Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor (PBBKB) tahun 2012 hingga 2016, data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli 
Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012 hingga 2016, data di dapat dari Badan 
Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Selatan. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan observasi. 
Wawancara merupakan dialog yang sengaja dilakukan pewawancara untuk 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan digunakan oleh peneliti untuk menilai 
keadaan seseorang atau untuk menilai penelitian yang akan diteliti (Arikunto, 2010, 
h.195-201). Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang terlihat pada 
objek penelitian. Menurut Arikunto (2010, h.272) menggunakan metode observasi 
merupakan cara paling efektif adalah melengkapinya dengan format pengamatan 
sebagai instrument. 
 
3.6 Teknik Analisis Data 
Teknik analisi data dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif 
yaitu analisis yang tidak didasarkan dengan perhitungan statistik dengan bentuk kuantitatif, 
namun dalam bentuk pernyataan serta uraian yang akan disusun secara sistematis dengan 
Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 
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4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 
4.1.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
 
   Sejalan dengan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera 
selatan merupakan badan daerah yang khususnya mengemban tugas untuk mengelola 
sumber pendapatan daerah dalam upaya pemerintah daerah untuk menghimpun dana 
dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan di daerah. Sehubungan dengan itu 
untuk menunjang usaha-usaha pembangunan di daerah, provinsi sumatera selatan 
perlu mengadakan upaya-upaya untuk mengembangkan dan mengintensifkan 
pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan secara lebih intensif guna 
mencapai target pendapatan daerah yang ditetapkan. Seperti diatur dalam surat 
keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. PD/93/1970 
Tanggal 6 Mei 1970 Pengelolaan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada mulanya 
hanya diurus dan dilaksanakan oleh salah satu bagian di lingkungan sekretariat 
Wilayah Daerah Provinsi Tingkat I Sumatera Selatan. Sejalan dengan pesatnya 
perkembangan pembangunan di daerah provinsi Sumatera Selatan yang tentunya 
diikuti oleh pembiaayaan untuk melaksanakan pembangunan tersebut, maka 
berdasarkan Perda No.9 Tahun 1973/1974 Tanggal 14 Juli 1973 dibentuklah Badan 
Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. 
 
4.2  Hasil Penelitian dan Pembahasan 
4.2.1 Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
 
4.2.1.1 Proses Pendataan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  
Tahapan pertama ialah pendataan dengan mempersiapkan beberapa 
dokumen yang dibutuhkan, berupa formulir Surat Pemberitahuan Pajak 
Daerah (SPTPD) yang akan diserahkan kepada wajib pajak tersebut 
kemudian wajib pajak tersebut akan mengisi SPTPD jelas disertai dengan 
tanda tangan wajib pajak dan kemudian akan diserahkan kembali kepada 
petugas. Adapun penjelasan mengenai proses pendataan menggunakan 
flowchart yaitu : 
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Gambar 4.2 Penjelasan proses pendataan 
 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menganut  sistem 
pemungutan pajak Self Assesment system yakni Pemungutan Pajak Kendaraan 
Bermotor yaitu wajib pajak atau badan menentukan, menghitung, melaporkan 
sendiri besaran pajak yang terutang tersebut ke Badan Pendapatan Daerah 
(BAPENDA) Provinsi Sumatera Selatan, Sehingga Proses pendataan atau 
registrasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yakni dengan 
pengisian SPTPD bagi wajib pajak dan kemudian dibayarkan sendiri oleh wajib 
pajak nya kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 
4.2.1.2 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PBBKB 
Setelah proses pendataan dilakukan oleh Wajib Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor (PBBKB) barulah tata cara penyetoran dan pelaporan 
PBBKB. Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2002 Tata cara penyetoran 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dilakukan oleh wajib pajak 
bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) di setorkan paling lambat tanggal 25 
(dua puluh lima) pada bulan berikutnya kepada kas negara,dengan melampirkan 
SSPD (Surat setoran pajak daerah) kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan. Setelah menyampaikan SSPD (surat setoran pajak daerah) 
Wajib pajak wajib melaporkan atas penyetoran yang telah dilakukan kepada 
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ke Gubernur. Menurut 
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.3 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor wajib mengisi dan 
menyampaikan SPTPD setiap bulan kepada Gubernur atau yang ditunjuk paling 
lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya atas penjualan bahan bakar kendaraan 
bermotor. 
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Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (2017). 
 
Gambar 4.3 Efektivitas Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
Provinsi Sumatera Selatan 2012-2016 
 
Dengan melihat pada grafik batang diatas merupakan realisasi 
penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada tahun 
2012 hingga 2016. Melalui pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera 
Selatan, tahun 2012 realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor (PBBKB) sebesar Rp.447.508.443.100 dengan target Rp. 
405.079.000.000 kemudian tahun 2013 mengalami peningkatan realisasi 
penerimaan sebesar Rp. 508.333.162.553 dengan target 460.079.000.000 lalu 
tahun 2014 realisasi penerimaan meningkat kembali sebesar Rp. 
591.598.965.632 dengan target Rp. 475.079.000.000, tahun 2015 realisasi 
penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 
Rp.610.577.042.978 mengalami peningkatan meskipun tidak mencapai target, 
Rp. 640.000.000.000. dan tahun 2016 mengalami penurunan penerimaan Pajak 
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang signifikan sebesar Rp. 
513.205.513.586 dengan target yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 
Rp. 640.000.000.000. hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan harga 
jual bahan bakar kendaraan bermotor yang terjadi ditahun 2016. Maka 
penerimaan atas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) mengalami 
penurunan yang signifikan. Penurunan harga minyak berpengaruh terhadap 
penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), jika penurunan 
harga jual minyak terjadi maka penerimaan pajak bahan bakar kendaraan 
bermotor juga menurun. Sebaliknya jika harga jual bahan bakar kendaraan 
bermotor mengalami peningkatan, maka penerimaan atas pajak bahan 
bakar kendaraan bermotor juga meningkat. 
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Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
(PBBKB) Tahun 2012-2016 
Tahun Target PBBKB Realisasi 
PBBKB 
Present
ase (%) 
Kriteria 
2012 405.079.000.000 447.508.443.100 110,47 Sangat efektif 
2013 460.079.000.000 508.333.162.553 110,49 Sangat efektif 
2014 475.079.000.000 591.598.965.632 124,53 Sangat efektif 
2015 640.000.000.000 610.577.042.978 95,40 Efektif 
2016 640.000.000.000 513.205.513.586 80,19 Cukup efektif 
 
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (2017), diolah 
 
Tabel diatas menunjukkan target pajak bahan bakar kendaraan 
bermotor (PBBKB) dan Realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor provinsi sumatera selatan dari tahun 2012 hingga 2016. Cara 
perhitungan Efektivitas menggunakan rumus sebagai berikut :  
 
1 Efektivitas Tahun 2012 :  
 447.508.443.100
405.079.000.000
 X 100% = 110,47 %  
 
2 Efektivitas Tahun 2013 : 
508.333.162.553
460.079.000.000
 X 100% = 110,49% 
3 Efektivitas Tahun 2014 : 
591.598.965.632
475.079.000.000 
 X 100% = 124,53% 
4 Efektivitas Tahun 2015 : 
610.577.042.978
640.000.000.000 
 X 100% = 95,40% 
5 Efektivitas Tahun 2016 :  
513.205.513.586
640.000.000.000 
 X 100% = 80,19% 
Persentase yang didapatkan dengan menggunakan rumus Tahun 
2012, 2013, dan 2014 dinilai Sangat Efektif sedangkan tahun 2015 di 
nilai Efektif dan tahun 2016 di nilai Cukup Efektif . 
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Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan,2017 
Gambar 4.4 Kontribusi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor Provinsi Sumatera Selatan 2012-2016 
 
Dimulai tahun 2014, 2015 dan 2016 kontribusi pajak bahan bakar 
kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera 
Selatan mengalami penurunan persentase dalam berkontribusi tetapi tetap 
dalam rasio kriteria kontribusi adalah Cukup berkontribusi. Hal ini karena 
adanya penurunan harga jual bahan bakar kendaraan bermotor . 
 
 
Tabel 4.2 Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 
2012-2016 
 
Tahun Realisasi PBBKB Realisasi  
PAD 
 (%) kriteria 
2012 447.508.443.100,00 2.001.714.583.551,61 22,35 cukup 
2013 508.333.162.553,00 2.021.696.787.275,10 25,14 cukup 
2014 591.598.965.632,00 2.442.673.788.768,86 24,42 cukup 
2015 610.577.042.978,00 2.534.526.413.315,20 24,09 cukup 
2016 513.205.513.586,00 2.546.177.544.346,66 20,15 cukup 
 
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (2017), diolah 
Dapat dilihat tabel diatas menunjukkan tingkat kontribusi Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Provinsi Sumatera Selatan, tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016 
menurut Halim, (2014, h.163) dalam (Aprilian, Sudjana, Yaningwati, 2014) 
dalam Rasio Kriteria Kontribusi adalah Cukup Berkontribusi. cara perhitungan 
kontribusi dengan menggunakan rumus Menurut Halim (2004,h. 163) dalam 
(Aprilian, Sudjana, Yaningwati, 2014) sebagai berikut :  
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Tahun 2012:  
447.508.443.100,00
2.001.714.583.551,61 
 X 100% = 22,35% 
Tahun 2013 
508.333.162.553,00
 2.021.696.787.275,10
 X 100% = 25,14% 
Tahun 2014 
591.598.965.632,00
2.442.673.788.768,86  
 X 100% = 24,42% 
Tahun 2015 
610.577.042.978,00
 2.534.526.413.315,20 
 X 100% = 24,09% 
Tahun 2016  
513.205.513.586,00
 2.546.177.544.346,66 
 X 100% = 20,15 % 
 
Persentase yang didapatkan dengan menggunakan rumus kontribusi 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012, 
2013, 2014, 2015, dan 2016 kontribusi pajak bahan bakar kendaraan 
bermotor terhadap pendapatan asli daerah  adalah cukup berkontribusi. 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
1. Efektivitas penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di provinsi 
Sumatera Selatan dimulai dari tahun 2012 hingga 2016 dinilai efektif karena rasio nya 
berada di atas 80%. Hal ini membuktikan bahwa badan pendapatan daerah provinsi 
sumatera selatan dinilai efektif dalam mengelola penerimaan Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor (PBBKB). 
2. Penyebab dari tidak tercapainya target penerimaan pajak bahan bakar kendaraan 
bermotor yang telah ditetapkan yakni tahun 2015 dan 2016 sebesar 95,40% dan 80,19% 
disebabkan penetapan target penerimaan pada tahun tersebut terlalu tinggi dan penyebab 
lain seperti jatuhnya harga minyak. 
3. Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terhadap Pendapatan 
Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2012 hingga 2016 cukup 
berkontribusi dalam penerimaan pendapatan asli daerah provinsi sumatera selatan. 
 
 
5.2. Saran 
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menetapkan target 
penerimaan atas pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebaiknya mengolah kembali 
target penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor agar target dapat tercapai. 
2. Dan dapat lebih meningkatkan potensi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan 
bermotor dengan cara mengidentifikasi objek pajak yang terkait dengan pajak bahan 
bakar kendaraan bermotor yang belum teridentifikasi dengan benar untuk dikenakan 
pungutan agar penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dapat menjadi lebih 
optimal. 
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3. melakukan sejumlah langkah/upaya seperti sosialisasi tentang pentingnya pajak bagi 
keberlangsungan pembangunan infrastruktur daerah 
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